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WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DUMAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja, dinyatakan Wali Kota menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembharan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.

10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaarn
n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pembanguna .
4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Tahun 2004 Nomor 10

Indonesia Nomor 4421); _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

| Indonesia Nomor 4576);
| 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

| 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

‘ Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

‘ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
| Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
| Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

| Republik Indonesia Nomor 4693);

| 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

} Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘ Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

| Indonesia Nomor 5165);

| 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

| Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

! 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| Nomor 6322);

| 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425),;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);




Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 7

Seri A);

30.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALI KOTA DUMAI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional,

. laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

meoaoop

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pedapatan; Rp1.911.067.514.157,78
b. belanja; Rp1.947.924.616.479,44
defisit Rp(36.857.102.321,66)

c. pembiayaan
1. penerimaan Rp107.418.609.614,33
2. pengeluaran Rp45.000.000.000,00
3. pembiayaan
neto

Rp62.418.609.614,33



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut: N ;
a. selisih  anggaran dengan realisasi  pendapatan  sejumlah

Rp54.227.487.840,22 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan Rp1.965.295.001.998,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp1.911.067.514.157,78

selisih lebih/(kurang) ‘ Rp54.227.4§37.840,22
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp79.787.995.132,56 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja Rp2.027.712.611.612,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp1.947.924.616.479,44

selisih lebih/(kurang) Rp79.787.995.132,56
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(25.560.507.292,34) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit Rp(62.417.609.614,00)
2. realisasi Rp(36.857.102.321,66)
selisih lebih/(kurang) Rp(25.560.507.292,34)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp(1.000.000,33) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp107.417.609.614,00
setelah perubahan
2. realisasi Rp107.418.609.614,33
selisih lebih /(kurang) Rp(1.000.000,33)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp45.000.000.000,00
2. realisasi Rp45.000.000.000,00
selisih lebih /(kurang) Rp0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp(1.000.000,33) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan bersih Rp62.417.609.614,00
2. realisasi Rp62.418.609.614,33
selisih lebih/(kurang) Rp(1.000.000,33)
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp107.417.609.614,33

b. penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp107.417.609.614,33
pembiayaan tahun berjalan

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp25.561.507.292,67

(SILPA/SIKPA)
d. saldo anggaran lebih akhir Rp25.561.507.292,67

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per
31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan Rp1.995.052.982.182,79
b. jumlah beban Rp1.640.740.391.648,89
c. surplus/(defisit) dari operasi Rp354.312.590.533,90
d. surplus/(defisit) kegiatan non operasi Rp(6.743.693.955,77)

e. pos luar biasa Rp0,00

f. surplus/defisit - LO Rp347.568.896.578,13



Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf
d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a. ekuitas awal

b. surplus/defisit LO

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan

kesalahan mendasar a0
d. ekuitas akhir Rp3.326.630.733.306,

Rp2.988.483.536.517,80
Rp347.568.896.578,13
Rp(9.421.699.789,11)

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember

2023 sebagai berikut:
a. jumlah asset

b. jumlah kewajiban
c. jumlah ekuitas

Rp3.407.103.070.949,61
Rp80.472.337.642,79
Rp3.326.630.733.306,82

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp107.739.391.822,84
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp456.752.506.380,80
c. arus kas dari aktivitas investasi Rp(493.609.608.702,46)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp(44.999.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp82.498.097,49

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp25.965.787.598,67

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. Lampiran 1.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi —menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
3. Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional,

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas,

e. Lampiran V . Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan,

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;



Daftar  Rekapitulasi  Penyigihan  Piutang  Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penvertaan Modal (lnvvslilﬂi) Pemerintah

. Lampiran 1X
J. Lampiran X

K. Lampiran XI
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV  : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVIl : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

x. Lampiran XX.1 : Ilkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

. Lampiran X1

m. Lampiran XIl1

Pasal 11
Wali Kota Dumai mengatur Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Dumai.
7 Ditetapkan di Dumai
e ‘ pada tanggal 31 Juli 2024
pres L E, , WALI KOTA DUMAL
M 2

SAL

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.27.A/2024)
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